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A B S T R A K  

Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pajak 
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 

di Sumatera Utara 
Alexis Sitio, NPM. 071801087 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat 
melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan 
daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomorl 8  Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan 
retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus 
berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah 
dan retribusi daerah. Salah satu pajak daerah yang belum optimal penerimaannya 
adalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 
Permukaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 6 
Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan 
Air Permukaan. analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana 
data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan 
keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel 
tunggal. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif, populasi sasaran pada 
penelitian ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam implementasi Pajak 
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan di Provinsi 
Sumatera Utara, sampel diambil secara purposive sampling sebanyak 34 orang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Perda 
Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah 
Tanah dan Permukaan di Propinsi Sumatera Utara dalam rangka peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum belum dapat dilaksanakan dengan 
baik.Kontribusi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan 
Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Sumatera Utara 
masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 1,16 persen, sedangkan kontribusi terbesar 
berasal dari pajak Kenderaan Bermotor..Penerimaan Pajak Pengambilan dan 
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan di Propinsi Sumatera Utara dalam 
lima tahun terakhir (2004-2008) terus mengalami peningkatan, yang berarti 
potensi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan di 
Propinsi Sumatera Utara masih cukup besar. Faktor utama yang mempengaruhi 
Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan 
dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan di Propinsi Sumatera Utara 
belum berjalan efektif adalah faktor faktor keterbatasan sumberdaya manusia dan 
sarana I prasarana yang ada serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk 
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah 
Tanah dan Permukaan di Propinsi Sumatera Utara. 

Kata Kunci: lmplementasi kebijakan, Pajak Air Bawah Tanah, Sumatera Utara. 
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B A B  I 

P EN D A HU LU A N  

1.1. Latar B elakang Masalah 

Pelaksanaan Undang�Undang Nomor 22 Tahun 1999 (direvisi dengan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1999 (dirnbah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) telah 

menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat 

d<m Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam 

hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai 

era otonomi daerah. 

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang 

lebih besar untuk mengatur dan mengurns rumah tangganya sendirL Tujuannya. 

antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada 

masyarnkat, memudahkan masyarak(lt untuk memantau dan mengontrol 

penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan 

mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah 

D<lerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususny<l 

untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di 

daerahnya mel(llui Pend<lpat<ln Asli Daer<lh (PAD), Tuntumn peningkatan PAD 

semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan 

yang dilimp(lhkan kep<ld<l daerah dise®i peng(llihan personil, per(llatan, 

pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, 

sejauh ini dana perimbangan yang mernpakan transfer keuangan oleh pusat 

kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun 

jumlahny<l relatif memadai y<lkni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari 

Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam 

meningkatkan PADnya untuk meningkatk(ln akuntabilitas dan keleluasa<ln dalam 

pembelanjaan APBD-nya (Mahfud, 2005). Sumber-sumber penerimaan daerah 

yang potensial hams digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor 
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Daerah, khususnya khususnya dalam dalam bidang administrasi ministrasi pemerintahan pemerintahan maupun 

hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal 

otonomi daerah. 

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan 

besar untuk mengatur dan mengurns rumah tangganya sendirL 

lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah 

masyarnkat, masyarnkat, memudahkan memudahkan masyarak(lt masyarak(lt untuk memantau memantau dan dan 

penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

(APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar 

mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, 

diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan 

untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan 

daerahnya daerahnya mel(llui mel(llui mel(llui Pend<lpat<ln Pend<lpat<ln Asli Daer<lh (PAD), Tuntumn Daer<lh (PAD), Tuntumn peningkatan 

semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan 

dilimp(lhkan kep<ld<l daerah daerah dise®i peng(llihan personil, 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak 

daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD 

yang utama. 

DaJam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat 

melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan 

daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomo_:18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan 

retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terns 

betupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dati pajak daetah 

dan retribusi daerah. 

Walaupun telah diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya, 

berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Diantaranya ialah bahwa 

pemberian keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk 

meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan 

Undang-Undang Nomor34 Tahun 2000 telah memperlihatkan hasil yang 

menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya 

secara signifikan. Namun, kreativitas Pemerintah Daerah yang berlebihan dan tak 

terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, akan menimbulkan 

dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya 

menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor34 

Tahun 2000 tetap memberikan batasan kriteria pajak daerah dan retribusi yang 

dapat dipun�t oleh Pemerintah Daerah. 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, maka Kepala Daerah diberi peluang untuk menggali 

potensi sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam upaya peningkatan PAD Provinsi 

Sumatera Utara, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara 
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dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan 

retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah 

betupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dati 

retribusi daerah. 

Walaupun telah diberlakukannya Otonomi Daerah 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 

25 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan pendukung 

berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Diantaranya 

pemberian keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah 

meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah 

Undang-Undang Nomor34 Tahun 2000 telah memperlihatkan 

menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan 

signifikan. Namun, kreativitas Pemerintah Daerah yang berlebihan 

terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, akan menimbulkan 

dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada 
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DAFTAR NAMA-NAMA WAJIB PAJAK PEMANFAA TAN AIR BA WAH 
TANAH DAN PERMUKAAN PROPINSI SUMATERA UTARA 

No GOL ABT APU 
NAMA WP I ALAMA T WP(•) JUMLA I= Industri I=Industri 

I =  Industri H I -Industri I=Industri 
(KEL/DESA/KECJKAB/K.O I= Industri TITIK 

TA) KI KU KI K II 
3 4 5 6 7 8 

1 ROSMAN 
Kilang Mie "UD. Bung Sari" l l K2 
JI. Ir. H. Juanda Kee. 
Rambutan 
HU SIN 
"Kilang Ubi" 1 1 Kl 
JL Bani T. 

3 TREND AIR MINERAL 1 1 Kl 

4 HJ.LASMAWATI 
Hotel "Safari" 1 1 Kl 
JI. G. Subroto Ke!. Baru Kee. 

P. Hulu 
5 SOFYAN HARTONO 

Peneucian Sagu "Setia 1 l Kl 
Kawan" 
JI. D. Sundoro Ke!. Bagian 
Kee. P. Hilir 

6 SOFYAN HARTONO 
Kilang Ubi "Setia Kawan" 1 1 Kl 
n. S. Zakaria KeL T.Tinggi 
Kee. P. Hulu 

7 Y A  KIN 
Kilang Ubi "Sum. Telaga 1 1 Kl 
Tapioka" 

JI. Ir. H. Juanda Kee. 
Rambutan 

8 SONY EFENDI 
Door Smeer "Cahaya" 1 I Kl 
Jl. K.F. Tandean Kee. 
Rambutan 

g BACHTIAR RANI 
"Gudang Sawit" 1 1 Kl 
n. Sukarno Hatta 

10 AMNA YETTY I ALFIAN 
1 l Kl 

11 EDYHARTONO 
Door Smeer "Istana Mobil" I I Kl 
JI. S.M. Raja Kel. B.Sono 
Kee. P. Hulu 

12 TONI LUKMAN 
"PT. BANDAR BUNDER" l 1 Kl 
Jl. Batu Bara Kel. Satrla Kee. 
P. Hilir 

--- - --
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HU SIN HU SIN 
"Kilang Ubi" 1 1 Kl 

Bani T. 
TREND TREND AIR MINERAL MINERAL 1 1 Kl 

HJ.LASMAWATI 
Hotel "Safari" 1 1 Kl 

G. Subroto Ke!. Baru Kee. 
Hulu 

SOFYAN HARTONO 
Peneucian Sagu "Setia 1 l Kl 
Kawan" 

D. Sundoro Ke!. Bagian 
Kee. P. Hilir 
SOFYAN HARTONO 
Kilang Ubi "Setia Kawan" 1 1 Kl 

S. Zakaria KeL T.Tinggi 
Kee. P. Hulu 
Y A  KIN Y A  KIN Y A  
Kilang Ubi "Sum. Telaga 1 1 Kl 

pioka" ka" ka
JI. Ir. H. Juanda Kee. 
Rambutan 
SONY EFENDI 
Door Smeer "Cahaya" 1 I Kl 

K.F. Tandean Kee. 
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13 IR. ASMARA LUBIS 
PabrikEs "Tingon Dongan" ] ] Kl 
JI. Sukarno Hatta P. Hulu 

14 KHO SUOlli 
Kilang Mie "Melati" 1 1 Kl 
Jl. Pala Kee. Rambutan 

15 DR. H.T.M. YUSUF 
"RSU SRI PAMELA" 1 1 Kl 
JI. Sudirman Kee. Rambutan 

16 AMAR UDDIN 
Kilang Mie "Subur JAya" 1 1 Kl 
JI. Sukarno Hatta Kel. Pabatu 

· Kee. P. Hilir 
17 SAMIJO 

"Pabrik Bintang Mas" 1 l Kl 
JI. G. Subroto Ke!. Pabatu 
Kee. P. Hulu 

18 H. RIDW AN GOZALI 
Hotel "Malibou" 1 l Kl 
l. Sudirman S.Padang Kee. 
Rambutan 

19 SAFIRUDDIN OLOAN P. 
Door Smeer "Indah Motor" l l Kl 
JI. K.F. Tandean Kel. 
B.Utama Rambutan 

20 HADIANTO 
"GUDANG SA WIT 16" 1 l Kl 
JI. Imam Kee. P. Hilir 

21 LOSMEN MORA 1 1 Kl 
JI. Sakti Lubis 

22 YUSNARDI Kl 
PT. Adei Crumb Rubber 
JI. L Bonjol Kel. Kesatria I I 

Kee. P. Hilir 
23 LELE TAN JUNG I 1 Kl 

JI. Setia Budi Kel. Brohol 
Kee. Rambutan 

24 HERMAN WET AN Kl 
PT. Darmex Crumb Rubber 
Jl. Ir. H. Juanda Brohol Kee. 1 1 

Rambutan 
25 DRS. ASRIL SUT AN AMIR Kl 

PT. Batang Hari Tebing 
1 I Pratama 

JI. H.M. Yamin, SH Kel. 

26 PDAM TIRTA BULAN 1 1 K2 
H. P.Pejuan No. 55 Kee. P. 
Hilir 

27 SUKA DAMAI INDAH I 1 K2 
HOTEL 
Ds. Sukadamai Kee. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

"Pabrik Bintang Mas" 1 l Kl Kl 
G. Subroto Ke!. Pabatu 

Kee. P. Hulu 
RIDW AN RIDW AN RIDW GOZALI 

Hotel "Malibou" 1 l Kl 
Sudirman S.Padang Kee. 

Rambutan 
SAFIRUDDIN OLOAN P. 
Door Smeer "Indah Motor" l l Kl Kl 

K.F. Tandean Kel. 
B.Utama Rambutan 
HADIANTO 
"GUDANG SA WIT 16" 1 l Kl 

Imam Imam Kee. P. Hilir 
LOSMEN MORA MORA 1 1 Kl 

Sakti Lubis 
YUSNARDI 

Adei Crumb Rubber 
L Bonjol Kel. Kesatria I I 

Kee. P. Hilir 
LELE TAN JUNG I 1 

Setia Budi Kel. Brohol 
Kee. Rambutan 
HERMAN WET AN WET AN WET 

Darmex Crumb Rubber 
Ir. H. Juanda Brohol Kee. 1 1 




